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 i 
ABSTRAK 
Syaiful Abdullah, (2019): Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar 
Menurut Perspektif Hukum Islam 
Skripsi ini berjudul “Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar Menurut Persfektif Hukum Islam Nikah sesanak 
bapak diartikan sebagai seorang laki-laki menikahi wanita yang wanita itu adalah 
anak dari adek atau abang dari saudara laki-laki ayah tersebut. 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana 
larangan pernikahan sesanak bapak dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan 
nikah sesanak bapak yang terjadi di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.   
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research). Adapun yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang masih berpegang dan 
mempertahankan tidak boleh melakukan pernikahan sesanak bapak 100 orang 
dalam Kecamatan Kampa. Adapun sample dalam peenelitian ini berjumlah 20 
orang dalam 100 orang populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi itu dengan teknik pengambilan sample yaitu 
random sampling. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada 
dua, data primer yakni data yang diproleh dari hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi dengan para tokoh adat dan pemuka  masyarakatdi Kecamatan 
Kampa, dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kasus ini,. Data skunder 
diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah 
dalam skripsi ini. Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan 
deduktif dan dekskriptif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang 
bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, 
dijelaskan, dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.  
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: larangan nikah sesanak 
bapak merupakan larangan nikah yang ditakuti masyarakat di Kecamatan Kampa. 
Akibat dari gagalnya nikah sesanak bapak adalah Sulit mendapat jodoh, kawin 
lari, perzinaan dan bunuh diri adalah bagian akibat buruk bagi pasangan yang 
melanggar. Tujuan larangan nikah ini adalah untuk menambah keluarga dan untuk 
menghindari konflik antara keluarga apabila terjadinya perceraian. 
  Dalam hukum islam sudah ditetapkan siapa saja perempuan yang dilarang 
untuk dinikahi, dan tidak ada laranga menikahi perempuan sesanak bapak. Beda 
halnya yang terjadi di kecamatan kampa yang melarang pernikahan tersebut, dari 
penelitian yang dilakukan larangan pernikahan tersebut memiliki dampak yang 
tidak baik, melihat hal demikian larangan nikah sesanak bapak dapat 
menimbulkan mafsadad. Oleh karena itu jika larangan nikah sesanak bapak tidak 
bisa mendatangkan maslahat tapi lebih menimbulkan mafsadad maka harus 
ditinggalkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling  
mengenal satu sama lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat 
diwujudkan dalam bentuk suatu perkawinan. Pernikahan secara bahasa adalah 
nikah yang berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut 
istilah nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh antara 
calon suami dengan calon isteri dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz lain 
yang semakna dengan keduanya.
1
 
Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi 
manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan berkasih sayang, berkembang 
biak serta bertujuan untuk membentuk  rumah tangga yang Sakinah, 
Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana berfirman Allah dalam surat ar-Rum 
ayat 21  
 َٔ  ٗح َّد َٕ َّي ىَُكُ ٍۡ َث َمَعَج َٔ  َبٓ ٍۡ َِنإ ْا ٕٓ ُُُكَۡسزِّن بٗج ََٰٔ َۡشأ ۡىُكُِسفََأ ٍۡ ِّي ىَُكن ََقهَخ ٌۡ َأ ٓۦِّ ِز ٌََٰاَء ٍۡ ِي َٔ ًِف ٌَّ ِإ 
ًۚ خ ًَ ۡحَز
 ٌَ ُٔس ََّكَفَزٌ ٖو ٕۡ َقِّن ٖذ ٌَََٰٓلَ َِكن ََٰذ١٢  
Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS  ar-
Rum ayat 21)
2
 
 
                                                             
1
 Hasan Ayub, Fiqh Keluarga, (Jakarta : Pustaka Alkausar, 2002), Hlm, 3. 
2
 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya,(Bandung : PT. Diponegoro, 
2004), Hlm, 406. 
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Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan 
perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai 
upaya untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-
ketentuan syari‟at Islam. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara 
laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia 
sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga 
dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara 
suami isteri. Oleh karena itu pada tempatnya Islam mengatur masalah 
perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci. 
Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki 
tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan anatara pria dan wanita 
dimaksudkan sebagai upaya memelihara diri (hifz al „nafsi) agar mereka tidak 
terjerumus kedalam perbuatan terlarang. Memelihara kelangsungan kehidupan 
manusia/keturunan (hifz an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah 
tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami  dan isteri serta saling 
membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.
3
 
Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan keyuhanan yang maha esa. Sedangkankan 
tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 
                                                             
3
 Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan,  (Yogyakarta, LKIS, 2007), h, 101. 
1
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Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena 
itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud 
dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 
esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku .Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 
1974. 
4
 
 Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, karena itu 
perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu 
tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari‟ah) sekaligus tujuan perkawinan 
adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai 
pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui 
jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan 
diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.
5
 
Di dalam Dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: 
“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah”. Di dalam pasal 28 B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap 
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
                                                             
4
 Munir Fuady .Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2014 ,Hlm 
10. 
5
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,cet ke-2 , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 
,1997, Hlm 220. 
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perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan 
sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang 
sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita, 
ada saksi, ada wali. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, 
perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah 
dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. 
Dan adapun mengenai larangan prnikahan sesanak bpak dalam Islam 
tidak terdapat ayat yang mengatakan adanya larangan pernikahan sesanak 
bapak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 
23:  
ٱ ُدَبَُث َٔ  َِخۡلَٱ ُدَبَُث َٔ  ۡىُُكز
ََٰه ََٰخ َٔ  ۡىُُكز ًََّٰ َع َٔ  ۡىُُكر ََٰٕ ََخأ َٔ  ۡىُُكرَبَُث َٔ  ۡىُُكز ََٰٓ َُّيأ ۡىُك ٍۡ َهَع ۡذَي ِّسُح ُۡلَ ِذۡخ
 ِز
ََّٰنٱ ُىُُكِجٓئ ََٰثَز َٔ  ۡىُكِٓئبَِسَ ُذ ََٰٓ َُّيأ َٔ  ِخَع ََٰض َّسنٱ ٍَ ِّي ىُُكر ََٰٕ ََخأ َٔ  ۡىَُكُۡعَضَۡزأ ًٓ ِز
ََّٰنٱ ُىُُكز ََٰٓ َُّيأ َٔ ى ُ ِزٕ ُ ُح ًِف ً
 َهَع َحَبُُج ََلَف ٍَّ ِٓ ِث ُىزۡهَخَد ْإََُُٕكر ۡىَّن ٌَِإف ٍَّ ِٓ ِث ُىزۡهَخَد ًِز
ََّٰنٱ ُىُكِٓئبَسَِّ ٍ ِّي ٍَ ٌِرَّنٱ ُىُكِٓئَبَُۡثأ ُِمئ
ٓ ََٰهَح َٔ  ۡىُك ٍۡ
 ب ًٗ ٍِح َّز اٗزُٕفَغ ٌَ ب َُ  َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ َََۗفهَس َۡدق بَي َِّلَّإ ٍِ ٍۡ َزُۡخۡلَٱ ٍَ ٍۡ َث ْإُع ًَ ُۡ َر ٌَأ َٔ  ۡىُكِج
ََٰهَۡصأ ٍۡ ِي١٢  
Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 
 
Larangan perkawinan dalam Al-Qur‟an disebutkan ada dua macam, 
yaitu larangan selama-lamanya (Mu‟abbad) dan larangan sementara. Hal itu 
akan diuraikan sebagai berikut: 
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1. Larangan Nikah yang Bersifat Abadi (Mu’abbad) 
Maharam mu‟abbad ialah pernikahan orang-orang yang haram 
dinikahi untuk selamanya. Seperti adanya hubungan kekerabatan atau 
nasab, antara lain ibu, ibunya ibu, anak, saudara-saudara kandung, 
saudara-saudara ayah atau ibu, anak-anak dari saudara laik-laki, anak-anak 
dari saudara perempuan, ayah, dan lainnya.
6
 
a. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab 
Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan 
terlarangnya untuk menikah. Dan jika terjadi pernikahan yang 
disebabkan atas ketidaktahuan kedua belah pihak, maka setelah 
dikemudian hari diketahui larangan tersebut maka pernikaan tersebut 
menjadi fasakh. 
Berdasarkan dalam surat An-nisa‟ diatas, wanita yang haram 
dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah;   
1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan 
garis ke atas.
7
  
2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis lurus ke bawah.
8
  
3) Saudara perempuan. Bibi, dan seterusnya ke atas.9 
                                                             
6
 Azni, Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga, Perspektif Ulama Tradisionalis dan 
Kontemporer, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 111 
7
 Maksud dari perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas 
adalah perempuan yang memiliki hubungan darah dengan ibu dalam garis keturunan ke atas 
seperti nenek baik nenek dari pihak ayah maupun nenek dari pihak ibu, dan seterusnya menurut 
garis keturunan ke atas. 
8
 maksud dari wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah adalah 
wanita yang mempunyai hubungan darah dengan anak dalam garis lurus kebawah seperti cucu 
perempuan, baik cucu perempuan dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak 
perempuan dan seterusnya menurut garis keturunan keatas. 
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b. Larangan Nikah Karena Hubungan Sepersusuan 
Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan 
adalah sama dengan perempuan yang diharamkan akibat hubungan 
nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab dan empat 
jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi 
delapan.
10
 
Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat 
persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan 
besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab.  
Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan 
ada delapan yaitu sebagaimana berikut ini: 
1) ibu seseorang dari sesusuan dan nasab ke atasnya.11 
2) keturunan dari sesusuan dan nasab ke bawahnya.12 
3) keturunan kedua orang tua dari sesusuan.13 
4) keturunan langsung dari kakek dan nenek dari sesusuan.14 
5) ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab ke atasnya. 
6) istri bapak dan istri kakek dari sesusuan dan nasab ke atasnya. 
7) istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan 
sesusuan, dan nasabnya ke bawah. 
                                                                                                                                                                       
9
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, Op.Cit., h.65.  
10
 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 132. 
11
 Maksudnya adalah ibu sepersusuan, nenek sepersusuan, baik nenek dari pihak 
suaminya ibu sepersusuan maupun nenek dari pihak ibu sepersusuan.  
12
 Maksudnya adalah anak perempuan sepersusuan dan juga cucu perempuannya. 
13
 Maksudnya adalah saudara-saudara perempuan dari sesusuan, dan keponakan 
perempuan dari anak laki-laki sesusuan serta anak perempuannya. 
14
 Maksudnya adalah anak perempuan nenek baik dari pihak bapak sesusuan maupun dari 
pihak ibu sesusuan. 
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8) anak perempuan istri dari sesusuan, dan cucu perempuan dari anak-
anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri sudah digauli. Jika 
belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk 
dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi 
keturunan secara nasab.
15
 
c. Larangan Nikah Karena Hubungan Mushaharah 
Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka 
laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang 
dinikahi tersebut, begitu juga sebaliknya perempuan yang dinikahi itu 
juga memilik hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Hubungan 
tersebut dinamakan hubungan mushaharah. Dengan terjadinya 
hubungan mushaharah timbul pula larangan pernikahan. 
Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selama-
lamanya karena hubungan mushaharah tersebut ialah; 
Pertama, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang telah 
dikawini oleh ayah atau wanita yang telah dinikahi oleh kakek baik 
kakek dari pihak ayah maupu kakek dari pihak ibu. Baik perempuan 
tersebut sudah digauli atau belum digauli. 
Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):22: 
 
 َٓءبَس َٔ  بٗزۡقَي َٔ  ٗخَشِح ََٰف ٌَ ب َُ  ۥُ ََِّّإ ًََۚفهَس َۡدق بَي َِّلَّإ ِٓءبَسُِّنٱ ٍَ ِّي ىُ ُٓؤَبثاَء َحََك  بَي ْإُحِكَُر َلَّ َٔ  لٍَِجَس  
 
Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada yang telah lampau. 
                                                             
15
 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 133 
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Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).  
 
Yang dimaksud dengan nikah dalam kata “nakaha” yang ada 
dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, 
tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun 
belum digauli.
16
  
Kedua: Istri anak atau menantu, biak perempuan tersebut telah 
digauli maupun maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi 
perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti 
anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari 
anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.
17
 Berdasarkan firman Allah 
SWT,  
.... ْىُكِثَلََْصأ ٍْ ِي ٍَ ٌِرَّنا ُىُِكئبََُْثأ ُِمئَلََح َٔ.... 
Artinya: (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
(menantu). 
 
Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas 
istri anaknya yang pernah menjadi anaknya, demikian juga sama 
kejinya bila seorang anak kawin dengan bekas istri ayahnya yang 
menjadi ibunya.
18
 
Ketiga: Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa 
mempdulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut ataupun 
tidak. Seperti ibu mertua, dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak 
                                                             
16
 Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit. 
17
 Ibid. 
18
 Ustad sa‟id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Op.Cit., h. 86. 
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atau dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad 
pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. 
 Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah 
terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian adalah 
merupakan akad niakh yang batil.
19
 
Keempat: Keturunan istri dan nasab kebawahnya, yaitu anak-
anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia 
belum menggauli istrinya, kemudia ia berpisah dengannya dengan 
sebab perceraian, atau kematian, maka anak perempuan istri atau 
seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk 
suami,Tanpa mempedulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal 
dirumah suami ibunya.
20
 
Berdasarkan firman Allah SWT 
 
... إََُُٕكر َْىن ٌْ ِ َإف ٍَّ ِٓ ِث ُْىزْهَخَد ًِر َّلَنا ُىُِكئبَِسَ ٍْ ِي ْى ُ ِزٕ ُ ُح ًِف ًِر َّلَنا ُىُُكِجئَبثَز َٔ
 َُُج ََلَف ٍَّ ِٓ ِث ُْىزْهَخَد ْىُكٍْ َهَع َحب... 
 
Artinya: Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 
dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 
berdosa kamu mengawininya. 
d. Larangan Nikah karena Sebab Li‟an 
Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau 
tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak 
kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu; 
                                                             
19
 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 128 
20
 Wahbah Az-Zuhaili,  Loc.Cit. 
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padahal sisuami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia 
boleh melakukan sumpah li‟an terhadap istrinsya itu.21 
Wanita yang dituduh zina oleh laki-laki (suaminya) maka 
hukumnya haram baginya untuk menggaulinya, sebagaimana 
dikisahkan oleh al-jauzajani dari Sahal bin Sa‟ad ia berkata, “setelah 
satu tahun berlalu dari laki-laki yang melakukan li‟an dengan saling 
menuduh, maka mereka dipisahkan satu sama lain dan tidak akan 
pernah disatukan untuk selamanya.” 22 
2. Larangan Nikah yang Bersifat sementara  
Mahram muaqqad ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk 
sementara berarti boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal; bila 
larangan itu sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.
23
 
a. Larangan Nikah Karena Talak Tiga, (Thalaq baa‟in kubraa) 
b. Larangan Nikah Karena Perempuan yang Terkait Dengan Hak Suami 
Akibat Ikatan Pernikahan Maupun Masa „Iddah 
c. Larangan Nikah Karena Tidak Beragama Samawi24. 
d. Larangan Nikah Karena Saudara Perempuan Istri, dan perempuan lain 
yang memiliki hubungan mahram dengannya 
e. Larangan Karena Istri Kelima Bagi yang Memiliki Empat Orang istri 
f. Larangan Karena Akibat Zina 
                                                             
21
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, JA‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi”i, 
Hanbali. Alih Bahasa Oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus al-Khaf, (Jakarta: 
lentera,2011), h. 362 
22
 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, 
(Jakarta: Gema Insani, 2005 ),h. 655  
23
 Azini 111 
24
 Ibid, h.147 
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g. Larangan Nikah kerena Sebab Ihram 
Akan tetapi berbeda halnya di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar 
melarang pernikahan sesanak bapak yang pada dasarnya di dalam agama 
Islam wanita yang haram dinikahi pada ayat an-nisa‟ ayat 22-23 tidak 
diharamkan menikahi wanita sesanak bapak. Menurut pernyataan bapak 
ibrahim mengatakan bahwa pernikahan sesanak bapak dilarang menurut adat 
setempat dikarenakan mereka berpendapat bahwa sesanak bapak itu ada 
pertalian darah dan mereka berdalih dalam agama juga tidak diperbolehkan 
dan apabila mereka melakukan pernikahan maka mereka itu telah melanggar 
syara‟/agama dan dampaknya dalam adat akan dikucilkan, seperti contoh 
apabila ada acara syukuran maka niniok mamak atau adat tidak datang dalam 
undangan mereka. Dan mereka juga menjadi bahan cemooh atau gunjingan 
warga setempat apabila melakukan pernikahan sesanak bapak tersebut.
25
. 
 Ada juga yang disampaikan oleh ustad Gusrialdi mengatakan dalam 
hukum Islam memang  boleh melakukan pernikahan sesanak bapak akan 
tetapi adat melarang pernikahan sesanak bapak, mungkin adat tidak 
membolehkan dikarnakan karna itu termasuk karib keluarga dekat dan itu 
bisa berdampak jikalau terjadi perceraian maka akan rusak hubungan antara 
keluarga dan ada juga karena faktor keturannya bisa bermasalah. Maka dari 
itu adat melarang pernikahan sesanak bapak.
26
 
Jadi berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas terkait 
larangan pernikahan yang telah disebutkan di dalam hukum Islam ternyata 
masyarakat Kecamtan Kampa memiliki larangan pernikahan yang berbeda 
                                                             
25
 Bapak Ibrahim, Tokoh Adat, Wawancara, Kampa, 02 Oktober 2018. 
26
 Gusrialdi, Wawancara, Kampa, 05 Januari 2019.  
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dengan larangan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Oleh karna itu  
penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini secara lebih jauh dalam 
sebuah skripsi yang berjudul” LARANGAN PERNIKAHAN SESANAK 
BAPAK DI KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR 
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” . 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi 
masalah ini hanya berfokus kepada larangan pernikahan sesanak bapak di 
Kecamtan Kampa Kabupaten Kampar. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, yang 
menjadi rumusan masalah adalah: 
1. Bagaimana konsep larangan pernikahan sesanak bapak?  
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesanak 
bapak? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah : 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui larangan dan penyebab 
pernikahan sesanak bapak di kecamatan kampa  
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan 
sesanak bapak. 
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E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk 
menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembaca khususnya masyarakat 
Kecamatan Kampa, dan untuk masyarakat Indonesia mengenai larangan 
pernikahan. 
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah pembendaharaan karya 
ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi 
mahasiswa Fakultas Syari‟ah Jurusan Hukum Keluarga. 
4. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan 
mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan 
mengenai hukum Islam dalam hal permasalahan larangan pernikahan 
sesanak bapak. 
 
F.Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 
masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan 
pemecahannya.
27
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fild research) yakni 
penelitian dengan  mencari data yang ada di masyarakat terkait dengan 
                                                             
27
Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta : Logos, 1997)hal.1 
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larangan pernikahan sesanak bapak. Adapun lokasi penelitian ini adalah di 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih 
lokasi ini adalah dapat terjangkau serta memudahkan bagi penulis dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam peneltian ini bersumber dari 
lapangan dan literatur, meliputi : 
a. Data primer 
Pengambilan data primer yaitu data yang langsung 
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini 
data primer bersumber dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 
agama. 
b. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil bacaan 
perpustakaan dan buku yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti.  
3.  Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Observasi, yaitu peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan 
meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan 
permasalahan ini. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 
serta dibantu panca indera lainnya
28
 
                                                             
28
 Burhan Buangin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007), Hal, 
115. 
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b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya-jawab secara langsung dengan 
responden tentang masalah yang diteliti. 
4. Teknik Analisis Data 
Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya 
penulis akan melakukan pengolahan data agar lebih mudah untuk 
menelitinya dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi 
kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan 
keseragaman dengan permasalahan yang penulis dapatkan. 
b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh 
sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun 
laporan ini dengan baik dan untuk mendapatkan bukti-bukti dan 
gambaran tentang larangan pernikahan sesanak bapak di Kecamatan 
Kampa. 
Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian 
dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode 
deskriptif verifikatif yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian 
apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai dengan atau tidak dengan 
apa yang ada dalam hukum Islam. 
5. Populasi sample 
Popilasi dalam penelitian ini adalah yang masih berpegang dan 
mempertahankan tidak boleh melakukan peernikahan sesanak bapak 100 
orang dalam Kecamatan Kampa. 
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Adapaun sample dalam penelitian ini berjumlah 20 orang dalam 100 
orang populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 
ada dalam populasi itu dengan teknik pengambilan sample yaitu Random 
Sampling. 
 
G.Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini maka penulis 
akan menguraikan sistematika penulisan dengan membagi kepada 5 bab dan 
setiap bab tersebut terdiri dari sub-sub bab pembahasan sebagai berikut: 
BAB I  Merupakan pendahuluan dari keseluruhan pembahasan yang 
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  gambaran umum tentang Kecamatan Kampa yang mencakup 
tentang Geografi dan Demografi, agam, pendidikan, budaya dan  
adat istiadat, dan visi misi Kecamatan Kampa. 
BAB III  Merupakan landasan teoritis yang menjelaskan larangan nikah 
terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, syarat dan 
rukun pernikahan, larangan dalam penikahan.   
BAB IV Merupakan bab yang menggambarkan tentang gambaran umum 
larangan pernikahan sesanak bapak di Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar, dan tinjaun hukum Islam tentang larangan 
pernikahan sesanak bapak. 
BAB V  Yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR  
KECAMATAN KAMPA 
 
A. Geografis dan Demograsi Kecamatan Kampa 
Kecamatan Kampa adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten 
Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Kampa mempunyai sembilan (9) Desa di 
Kabupaten Kampar yaitu Desa Kampar, Desa Pulau Birandang, Desa Pulau 
Rambai, Desa Deli Makmur, Desa Koto Perambahan,Desa Sawah Baru, Desa 
Sungai Putih, Desa Sungai Tarap, dan Desa Tanjung Bungo. 
Kecamatan Kampa merupakan sala satu Kecamatan di Kabupaten 
Kampar Provinsi Riau, yang jarak tempuh sekitar ½ (setengah) jam dengan 
menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Provinsi sekitar 39 km 
yang dapat di tempuh dalam waktu 1 (satu) jam dengan menggunakan mobil. 
Jarak pusat wilayah kecamatan dengan desa / keseluruhan yang terjauh sekitar 
20 (dua puluh) km yang dapat ditempuh selama 45 menit dengan 
menggunakan mobil. 
Dilihat dari sisi perdagangan, daerah Kecamatan Kampa merupakan 
salah satu wilayah penting di Kabupaten Kampar, karena menjadi daerah lalu 
lintas perdagangan antara Provinsi Riau dengan propinsi-propinsi yang ada di 
pulau sumatera. Keadaan tersebut dimungkinkan, Kecamatan Kampa  
merupakan daerah yang berada atau terletak disekitar atau disepanjang jalan 
lintas timur sumatera. Luas daerah dan jumlah penduduk Kecamatan Kampa 
dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
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Tabel II.1 
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa 
 
No Desa  Luas(m2) Jlh penduduk 
1 Kampar 6.784 7.863 
2 Pulau rambai 85.817 3.092 
3 Pulau Birandang 38.513 4.177 
4 Koto Perambahan 8.379 4.748 
5 Deli Makmur 320 867 
6 Sungai Putih 6.152 801 
7 Sawah Baru 2.854 735 
8 Sungai Tarap 10.506 1.070 
9 Tanjung Bungo 40.698,44 1.475 
Jumlah  200.023,44 24.828 
Sumber : Data Kantor Kecamatan Kampa, Oktober 2019 
B. Agama 
Dalam masalah agama di daerah ini,terutama penduduk asli,100% 
beragama Islam. Sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil 
masyarakat pendatang,seperti :tranmigrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
Tabel II.2 
Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Kampa 
 
NO DESA ISLAM KHATOLIK PROTESTAN 
1 Kampar 7,849 5 9 
2 Pulau Rambai 4,085   
3 Pulau Birandang 4,147 12 8 
4 Koto Prambahan 4,482   
5 Deli Makmur 852   
6 Sungai putih 801 7 8 
7 Sawah Baru 735   
8 Sungai Tarap 1,070   
9 Tanjung Bungo 1,475   
Jumlah 24,779 24 25 
       Sumber :Kantor Kecamatan Kampa, Oktober 2019 
Masyarakat Kecamatan Kampa termasuk penganut agama yang taat, hal 
ini dilihat bahwa hampir setiap kampung atau desa mempunyai beberapa 
19 
 
 
mesjid dan musallah yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-
upacara keagamaaan lainnya. Mesjid dan Musallah juga berfungsi sebagai 
tempat pertemuaan dan musyawarah dalam membicaraka perbaikan kampung 
setempat. Jumlah mesjid dan musallah di Kecamatan Kampa dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel II.3 
Jumlah Mesjid dan Musallah di Kecamatan Kampa 
 
No Nama Desa Mesjid Mushallah 
1 Kampar 5 5 
2 Pulau Rambai 8 11 
3 Koto Perambahan 6 12 
4 Deli Makmur 1 3 
5 Sungai Putih 2 5 
6 Sawah Baru 1 2 
7 Sungai Tarap 2 4 
8 Tanjung Bungo 3 6 
9 Pulau Birandang 8 11 
Jumlah 36 59 
     Sumber : Kantor Kecamatan Kampa, Oktober tahun 2019 
 
C. Pendidikan 
Kuatnya agama di daerah ini terbukti banyaknya sekolah-sekolah 
agama seperti MDA,MTS,MA serta ada dua pesantren yang santrinya bukan 
saja berasal dari daerah setempat,bahkan banyak yang berasal dari luar 
Kecamatan Kampa,bahkan ada dari beberapa orang yang berasal luar Provinsi 
Riau
29
. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah lembaga pendidikan agama 
di Kecamatan Kampa. 
 
                                                             
29
  Muhammad Abdih : Pimpinan Pon-pes Islamic Centre al-hidayah kampa, wawancara, 
10 juli 2018 
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Tabel II.4 
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama 
di Kecamatan Kampa 
 
No Desa MDA MTS PON-PES 
1 Kampar 2 - 1 
2 Pulau Rambai 3 1 - 
3 Pulau Birandang 3 - 1 
4 Koto Perambahan 3 - - 
5 Deli Makmur 1 - - 
6 Sungai Putih 1 - - 
7 Sawah Baru 1 - - 
8 Sungai Tarap 1 - - 
9 Tanjung Bungo 2 1 - 
JUMLAH 17 2 2 
     Sumber : Kantor Kecamatan Kampa, Oktober tahun 2019 
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi Bangsa dan 
merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 
manusian.untuk mempersiapkan  sumber daya manusia yang berkualitas, 
maka pendidikan merupakan faktor yang sangat peting untuk di 
tingkatkan,baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. 
Pembangunan yang sedang dilaksanakan di indonesia,tidak akan terwujud 
bila sumber daya manusianya tidak disiapkan dengan baik,disisi lain, 
pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga 
kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap 
orang akan dapat secara lansung memperbiki tingkat kehidupan yang 
layak,sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat 
diwujudkan. 
 
D. Budaya dan Adat Istiadat 
Masyarakat kecamtan kampa adalah masyarkat yang menisbahkan 
garis keturunannya kepada ibu ( Mattrilineal ), artinya budaya yang berlaku 
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dalam masyarakat yang berlaku adalah budaya minang kabau,seperti dapat 
terlihat dalam sistim kekeluargaan atau sistim kekerabatan. 
Dalam pergaulan hidup sehari-hari. Tradisi dipraktekkan sesuai 
dengan tata nilai dan norma yang beraku. Dalam membentuk rumah 
tangga,orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat yang antara 
satu dengan yang lain harus salng melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip 
material peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi pandangan 
serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak 
mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang  berlaku di daerah kecamtan 
kampa. 
Dimasa ini terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika 
masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti 
teknologi komunikasi dan transfortasi, membawa perubahan pula pada 
pandangan hidup masyarakat di kecamatan kampa. 
Di samping menganut agama Islam, masyarakat kecamatan kampa 
juga terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari pemimpin adat 
masing-masing. Adat itu merupakan kebiasaan yang berlaku dalam hidup 
sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat mereka yang tidak boleh 
dilanggar. 
Di kecamatan kampa juga terdapat bermacam-macam suku, 
diantaranya yaitu : Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Domo, Suku Bendang, 
Suku Petopang dan Suku Kampai dan tiap-tiap suku ini masing-masing 
dikepalai oleh seorang penghulu adat yang sifatnya turun temurun. 
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1. Suku Melayu penghulunya Datuk Tiawan 
2. Suku Piliang penghulunya Datuk Bosau 
3. Suku Domo penghulunya Datuk Temenggung  
4. Suku Bendang penghulunya Datuk Mangkuto 
5. Suku Pitopang penghulunya Datuk Pado Sati 
6. Suku Kampai penghulunya Datuk Duko/Mogek 
Kepala suku tersebut bertanggung jawab menangani untuk 
menyelesaikan perjanjian-perjanjian, perselisihan-perselisihan, dan 
permasalahan adat lainnya antar suku yang bersangkutan, misalnya dalam acara 
tunangan, thalak, ruju‟ perkelahian antar anak kemanakan dan lain sebagainya.  
Dalam hal ini penyelasaian persoalan perkara yang terjadi tersebut, 
prinsip musyawarah untuk  mufakat  tetap dikedepankan, maka tidak 
dibenarkan seenaknya saja antara satu suku dengan suku yang lainnya hingga 
jarang terjadinya perkelahian/perang antar suku. 
Apapun permasalahan yang terjadi, dan apapun yang hendak 
diperbuat, harus diberitahukan kepada penghulu adat dari suku yang 
bersangkutan. 
 
E. Visi dan misi 
1. Visi 
Kecamatan kampar telah menetapkan visi strategis yanng di 
sesuaikan dengan visi pemerintah kabupaten kampar, hal ini sesuai dengan 
keadaan sosial budaya, adat istiadat, kultur budaya serta keadaan 
lingkungan kehidupan masyarakat kecamatan kampa, kebutuhan akan visi 
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yang berorientasi jauh kedepan merupakan hal yang mutlak untuk 
dilaksankan demi mencapai tujuan dan meraih serta mewujudkan 
keberhasilan yang maksimal bertujuan untuk mensejahterahkan 
masyarakat yang ada di kecematan kampa. 
Yang merupakan visi kabupaten kampar sesuai dengan lima pilar 
pembangunan kabupaten kampar yakni : 
a. Peningkatan ahlak dan moral 
b. Meningkatkan ekonomi rakyat 
c. Meningkatkan sumber daya manusia 
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan 
e. Meningkatkan infrastruktur 
Makna yang terkandung dalam visi kabupaten kampar adalah 
bertujuan untuk mewujudakan kecamatan kampa sebagai sentral 
pelaksanaan peningkatan perekonomian masyrakat demi terlaksananya 
peningkatan kesejahteraan, menjaga sosial budaya, menjaga ahlak dan budi 
pekerti, adat istiadat, meningkatkan iman dan takwa kepada allah SWT. 
Kesemua unsur ini tidak terlepas dari peranan dan komitmen bersama 
dalam meningakatkan kinerja dan disiplin yang berorientasi kepada 
peningkat sumber daya manusia untuk tercapainya sasaran dan 
mewujudkan hasil yang baik dan maksimal 
2. Misi  
Terwujudlah visi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
kabupatenn Kampar, hal ini merupakan tantangan bagi kecamatan dan 
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seluruh elemen yang ada di tengah masyarakat serta aparatur di tingkat 
kecamatan Kampar, visi tersebut merupakan arah yang hendak di tempuh 
demi untuk kemajuan dan perkembangan pemerintah kecamatan kampar  
dan masyarakat mendatang, juga merupakan pandangan jauh kedepan 
yang harus di laksanakan dan dilakukan, namun visi tersebut masih 
bersifat Abstrak, penetapan mengenai landasan keberadaan dari tugas 
pokok dan fungsi suatu organisasi di nyatakan dan dituangkan misi 
kecamatan kampa yang sejalan dengan misi yang telah di buat oleh 
Kabupaten Kampar. 
Misi meruapakan rancangan progran yang harus di lakssanakan dan 
di jalankan agar tujuan orgnisasi dapat tercapai dan terwujud dengan 
berhasil guna dan tepat sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, dengan 
adanya misi Kecamatan Kampa diharapkan seluruh aparatur, elemen 
masyarakat Kecamatan Kampar Utara dapat mengenal keadaan dan 
keberadaan baik dalam segi Sosial budaya, Adat istiadat, Kultur budaya, 
Agama serta tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Kampa 
khususnya Kabupaten Kampar umumnya. 
Adapun yang menjadi misi Kecamatan Kampar Utara yang 
disinergikan dengan Misi Kabuapaten Kampar adalah sebagai berikut : 
a. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang 
resvonsive, akunbilitas, transportasi, partisipasif dan profesional. 
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, 
dan budaya yang berbasis kebudayaan dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan. 
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c. Membangun masyarakat yanga agamis yang mempunayai ahlak dan 
moral. 
d. Mengoptimalkan pengelolaan dan penempatan Sumber Daya Alam 
yang berwawasan ligkungan . 
e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur. 
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BAB III 
KAJIAN TEORI 
 
Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga  mereka dapat 
berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta 
hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul-Nya.
30
 
A. Pengertian Nikah 
Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan 
akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syari‟at dikenal 
dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat  berarti sebuah akad yang 
mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan 
berhubungan intim, menyentuh, mencium, memluk, dan sebagainya, jika  
perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan 
keluarga.
31
  
Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. 
Kalimat nikah atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-
Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh „Ala Madzahibil Arba‟ah menyebutkan ada 
tiga macam makna nikah.  Pertama, menurut bahasa nikah adalah: 
  ى َّضنا َٔ  ُءْط َٕ نْا َٕ ُْ َٔ  
Artinya: “Bersenggama atau campur" 
 
                                                             
30
 Abdur Rahman I, Perkawinan dalam Syariat  Islam, alih bahasa oleh  Basri Iba 
Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 1 
31
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila‟ 
Istri, Li‟an,  Zhihar, Masa Iddah, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema 
Insani, 2011) jilid ke-9, h. 39 
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Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar‟i, yaitu nikah arti 
hakikatnya adalah watha‟ (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan 
dari pengertian akad dan watha‟. 
Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih. 
Menurut golongan Hanafiah, nikah  adalah : 
ادصق خعزًنا كهي دٍفٌ دقع َّبث حبكُنا 
Artinya:“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-
senang dengan sengaja” 
 
Menurut golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai: 
 
بًُٓعي ٔا جٌٔصر ٔا حبكَا عفهث ءطٕنا كهي ًٍضزٌ دقع َّبث حبكُنا 
 
Artinya:“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
watha‟ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna 
dengan keduanya” 
 
Menurut Malikiyah: 
 
خٍُجث بٓزًٍق تجٕي سٍغ خٍيدبث ذرهزنا ّعزي دسُي ىهع دقع َّبث حبكُنا 
Artinya:“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-
mata untuk memperbolehkan watha‟, bersenang-senang dan 
menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang 
dinikahinya” 
 
Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa: 
 
عبًزسلَّا خعفُي ىهع جٌٔصر ٔا حبكَا عفهث دقع ْٕ 
 
Artinya:”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau 
tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan 
wanita.
32
 
 
Sejalan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili di atas, Syaikh Hasan 
Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga, mendefiniskan, nikah menurut bahasa 
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 Hariri Abdurrahman, Fiqh „Ala Madzahib al-Arba‟ah, (Beirut Libanon: Ihya al-Turat 
al-„Arabi, 1960), h. 3-4.  
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adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah 
syarit, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang 
karenanya hubungan badan menjadi halal.
33
 
Lebih lanjut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam mengartikan 
nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 
kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang bukan mahram.
34
 
Memed Humaedillah dalam bukunya Status Hukum Akad Nikah 
Wanita Hamil dan Anaknya, mungartikan perkawinan adalah suatu akad 
dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkani, yang dengan 
akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang 
diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 
bahagia dan kekal.
35
 
Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah  dalam bukunya Fiqih Wanita 
Edisi Lengkap, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.
36
 
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad 
yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah SWT. 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.
37
 
Dari beberapa pengertian di atas penulis melihat ada beberapa unsur 
yang mengikat setelah pernikahan dilaksanakan yaitu: 
                                                             
33
 Syaikh Hasan Ayyub, Op.Cit., h. 3. 
34
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006) Cet ke-39, h. 374  
35
 Memed Humaedillah, Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, 
(Jakarta: Gema insani, 2002), h. 3. 
36
 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap,  alih bahasa oleh 
Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet. Ke-1, h. 396 
37
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 
1992), h.114. 
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a. Nikah adalah akad yang sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah. 
b. Nikah adalah akad yang menghalalkan segala pergaulan yang baik dan 
mengharamkan segala pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri. 
c. Nikah adalah akad  yang membatasi hak dan kewajiban antara suami istri. 
Penulis menyimpulkan tentang pengertian nikah adalah akad sah dan 
sangat kuat yang memiliki nilia ibadah, menghalalkan segala bentuk 
pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik 
antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara 
suami dan istri. 
 
 
B. Dasar Hukum Pernikahan 
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan 
juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT didalam Al-
Qur‟an untuk melaksankan perkawinan. Diantaranya Firman-nya adalah dalam 
QS. an-Nur (24):32:
38
 
 ٍْ ِي ٍَ ٍْ ِِحه َّٰصنا َٔ  ْىُكُْ ِي ى َٰيَبٌَْلَّا إُحِكَْ َا َٔ َْۗىُكِٓئبَيِا َٔ  ْى ُ ِدَبجِع  ٍْ ِي ُ
َّٰاللّ ُىِٓ ُُِْغٌ َءٓاََسُقف ا ْٕ َُ ْٕ ُكٌَّ ٌْ ِا
ِّهَْضف   ٌىٍْ ِهَع ٌعِسا َٔ  ُ
َّٰاللّ َٔ 
 
Artinya : Dan kawinikanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya.  
Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)Lagi Maha mengetahui. 
 
Begitupula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan 
perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik 
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 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 
78.   
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menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang 
bunyinya:
39
 
.خي بٍقنا وٌٕ ىيلَّا ىكث سثبكي ىَبف دٕنٕنا دٔدٕنا إجٔصر 
Artinya : kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena 
sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum dihari 
kiamat. 
 
Nabi SAW. Juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah. 
Beliau bersabda: 
40
 
.ََىهَس َٔ  ِّ ٍْ َهَع ِاللّ َىهَص ِاللّ ُل ْٕ ُسَز بََُن َلبَق ُُّْ َع ُاللّ ًَ ِضَز ِد ْٕ ُعْسَي ٍُ ْث ِاللّ ِدْجَع ٍْ َع  ٍِ َي ,ُة بَج َّشنا َسَشْعَي بٌَ(
 َعَف ْعِطَزْسٌَ َْىن ٍْ َي َٔ  ,جَْسفِْهن ٍُ َصَْحأ َٔ  ِسَصَجِْهن  ضََغأ ُ َّّ َِبَف ,ْج َّٔ ََصزٍََْهف ََحأَجْنا ُىُكُْ ِي َعبَطَزْسا ُ ََِّّبَف ,ِو ْٕ َّصناِبث ِّ ٍَْه
)ٌءبَجِٔ  َُّن 
  
Artinya : Abdullah Ibnu Mas‟ud Radhiyallahu‟anhu Berkata: Rasulullah 
Shalallahu „alaihi wa sallam bersabda pada kami: wahai 
sekalian pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu 
menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih 
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang 
siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat 
mengendalikanmu.  
 
Nikah ditinjau dari hukum syar‟inya ada lima macam, terkadang 
menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, 
terkadang menjadi haram dan terakadang menjadi makruh. 
1. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke 
dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah 
jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.
41
 
2. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir 
terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini mengandung 
                                                             
39
 Ibid. 
40
 Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Alih Bahasa Oleh 
Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815 
41
 Ibid,. 
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berbagai  kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita. Juga 
bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas 
untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan  untuk 
melangsungkan perkawinan.
42
 
3. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan 
untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia 
belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
43
 
4. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi 
ketentuan syara‟ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan 
itu tidak akan mencapai tujuan syara‟, sedangkan dia meyakini 
perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
44
 
5. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk 
kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk 
kawin juga belum ada.
45
 
 
C. Syarat  dan Rukun Pernikahan 
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 
untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, dapat 
mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.
46
 Oleh 
karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, perlu diatur 
                                                             
42
 Amir Syarifuddin, Op.,Cit, h.79 
43
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrami, Op.,Cit., h. 11 
44
 Amir Syarifuddin, h. 79. 
45
 Amir Syarifuddin, Loc.,Cit. 
46
 Ahmad Rofiq, Op.Cit., h. 69 
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dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan 
tercapai
47
 
Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan 
bagian atau unsur yang mewujudkankya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang 
berada di luarnya dan tidak merupakn unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan 
dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku dalam setiap unsur yang menjadi 
rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria 
dan unsur-unsur rukun.
48
 
Yang  menjadi rukun suatu pernikahan adalah: 
Drs. H. Aliy As‟ad dalam bukunya fathul Mu‟in  menulis 
.ٌخَغِص َٔ  , ٌِ اَدِْ  بَش َٔ  , ًٌ ِن َٔ َٔ  ,ٌج ْٔ َش َٔ  ,ٌخَج ْٔ َش : ٌخَس ًْ َخ ِحبَكُِّنا َِيا)َُُّب َُ َْزأ( 
Aritnya : Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua 
orang saksi dan sighat.
49
 
 
 
a. Calon Suami 
 Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: 
Bukan mahrah dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orang 
tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram
50
 dan minimum 
berumur 19 tahun.  
b. Calon Istri 
Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar‟i, 
yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. 
                                                             
47
 Ibid., h.70 
48
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 59 
49
 H. Aliy As‟ad, fathul Mu‟in 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 13 
50
 Ustad sa‟id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan 
islam), Alih Bahasa Oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67 
33 
 
 
Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji
51
 
dan merdeka atas kemauan sendiri. 
Al-Qur‟an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan 
persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun 
dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin persetujuan 
tersebut diantaranya; 
Hadis Nabi Abu Hurairah muttafaq alaih yang berbunyi: 
ىَّزَح ُىٌََّلَا ُحِكَُر َلَّ  َفٍَُ َٔ  ِ َّاللّ َلُٕسَزَبٌ إُنَبق , ٌُ ِذَأزَسر ىَّزَح ُسكِجنا ُحِكَُر َلَّ َٔ  ُسِيَأزَسر
ذكسر ٌا َلَبق َبَِٓذِأ 
Artinya : perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali 
setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih 
perawan tidak bole dikawinkan kecuali setelah diminta izin. 
Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya 
Nabi berkata izinnya adalah diamnya. 
 
Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang berbunyi; 
 ُسْكِجْنا َٔ  بٍَِِٓن َٔ  ٍْ ِي َبِٓسْفَُِث  قََحأ ُىٌَََّْلَّا َبُٓرب ًَ ُص بََُِْٓذإ َٔ  بَِٓسْفَ  ًِف ٌُ ََذَأزُْسر 
Artinya : Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya 
dan perempuan bikir diminta izinnya, sedangkan izinnya itu 
adalah diamnya. 
Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang 
dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, sedangkan 
terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya dean diamnya.
52
 
c. Wali Nikah 
 Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas 
nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat 
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kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang 
perempuan. Yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.
53
 
 Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasaab dengan 
wanita yang akan melangsungkan pernikahan,
54
 di dalam wali nasab 
ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak 
ijbar
55
 dalam kedudukan perwalian. 
Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh 
pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk 
menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di 
Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).
56
 
Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali 
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 
ada atau tidak mungkin untuk mengadirkanya atau tidak diketahui tempat 
tingggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
57
 
Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau calon 
istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, 
wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah.
58
 
Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya 
majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikakan perempuan yang 
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berada dalam perwliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. 
Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada 
dibawah kekuasaannya.
59
 
d. Dua Orang Saksi 
Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad 
nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang 
saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, 
apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat 
hukumnya nikah tersebut tidah sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan 
ayat (1) menegaskan: ”Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai 
pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, 
atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua oranag saksi dapat 
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 
lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri”.60 
e. Aqad Nikah 
Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk 
hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan 
pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad 
berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul. Kedua 
pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad dalam 
pernikahan.
61
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Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama 
adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan syarat yang 
kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat 
nikah yang berkaitan dengan rukun adalah: 
a. Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) tidak 
dalam iharam haji atau umrah, (3) Islam. (4) Bukan mahram dari calon 
istri, (5) jelaas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 tahun.
62
 
b. Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak 
bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan permpuan 
musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam ihram, (7) merdeka 
atas kemauan sendiri
63
 
c. Syarat bagi seorang wali, yaitu  (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal 
sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.
64
 
d. Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, 
(4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.
65
 
Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun 
adalah: 
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Mahar adalah  pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang merupakan 
salah satu syarat sahnya nikah.
66
 Mahar hanya diberikan oleh calon suami 
kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau siapa pum walaupun 
sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh menjamah apalagi 
menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha 
dan kerelaan istri. Allah SWt barfirman dalam QS. An-Nisa (4):4:
67
 
  َخهْحَِ ٍَّ ِٓ ِز َٰقُدَص َٓءبَسُِّنا إُر َٰا َٔ   ـٴــ
ٌْْۤ ِس َّي ب  ـئـ ٍْْۤ َُِْ ُِ ْٕ ُهُكَف ب  سْفَ  ُُّْ ِّي ٍء ًْ َش ٍْ َع ْىُكَـن ٍَ ْجِط ٌْ ِبَفب 
 
Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari maskawin itu 
dengan senang hati, maka makanlah (ambillah)pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 
 
 
D. Larangan dalam Pernikahan  
Islam telah mewanti-wanti semenjak awal dalam hal memilih pasangan 
hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Islam telah menggariskan 
dengan jelas bahwa pilihan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat 
menciptakan kehidupan keluarga islami, harmonis, dan cinta kasih pada 
pasangan suami istri.
68
 Islam juga telah menetapkan siapa yang boleh untuk 
dinikahi, tidak semua wanita halal untuk dinikahi. 
Meskipun perkawinan telah memenui rukun dan syarat yang ditentukan 
belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu 
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hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. 
69
 
Terdapat larangan pernikahan yang mengikat baik larangan yang bersifat abadi 
maupun yang bersifat sementara. 
Larangan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur‟an termasuk ayat-
ayat yang sudah rinci. Ini berarti selain dari yang dilarang dalam Al-qur‟an 
tersebut diperbolehkan.
70
 dalam Al-Quran Allah swt berfirman pada QS. an-
Nisa (4):23: 
ا ُدَبَُث َٔ  َِخْلَا ُدَبَُث َٔ  ْىُُكرَلَّبَخ َٔ  ْىُُكرب ًَّ َع َٔ  ْىُُكرا َٕ ََخأ َٔ  ْىُُكرَبَُث َٔ  ْىُُكرَبٓ َُّيأ ْىُكٍْ َهَع ْذَي ِّسُح ِذُْخْلَ
 ُأ َٔ  ِخَعبَض َّسنا ٍَ ِي ْىُُكرا َٕ ََخأ َٔ  ْىَُكُْعَضَْزأ ًِر َّلَنا ُىُُكرَبٓ َُّيأ َٔ ًِف ًِر َّلَنا ُىُُكِجئَبثَز َٔ  ْىُكِئبَِسَ ُدَبٓ َّي
 َٔ  ْىُكٍْ َهَع َحَبُُج ََلَف ٍَّ ِٓ ِث ُْىزْهَخَد إََُُٕكر َْىن ٌْ ِ َإف ٍَّ ِٓ ِث ُْىزْهَخَد ًِر َّلَنا ُىُكِئبَِسَ ٍْ ِي ْى ُ ِزٕ ُ ُح ُِمئَلََح
 ٍَ ٍْ َث إُع ًَ ُْ َر ٌْ َأ َٔ  ْىُكِثَلََْصأ ٍْ ِي ٍَ ٌِرَّنا ُىُكِئَبَُْثأ ا  زُٕفَغ ٌَ ب َُ  َ َّاللّ ٌَّ ِإ ََفهَس َْدق بَي َِّلَّإ ٍِ ٍْ َزُْخْلَا
ب  ً ٍِحَز. 
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-
ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-
ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu); sdan menghimpunkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
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Surat an-Nisa ayat 23 di atas menjadi dasar hukum yang kuat dan rinci, 
selain dari ayat diatas masih terdapat dasar hukum yang mengikat pada setiap 
laranngan nikah tersebut. 
1. Larangan Nikah yang Bersifat Abadi (Mu’abbad) 
Maharam mu‟abbad ialah pernikahan orang-orang yang haram 
dinikahi untuk selamanya. Seperti adanya hubungan kekerabatan atau 
nasab, antara lain ibu, ibunya ibu, anak, saudara-saudara kandung, saudara-
saudara ayah atau ibu, anak-anak dari saudara laik-laki, anak-anak dari 
saudara perempuan, ayah, dan lainnya.
71
 
a. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab 
Mahram yang disebabkan karena pertalian nasab mengakibatkan 
terlarangnya untuk menikah. Dan jika terjadi pernikahan yang 
disebabkan atas ketidaktahuan kedua belah pihak, maka setelah 
dikemudian hari diketahui larangan tersebut maka pernikaan tersebut 
menjadi fasakh. 
Berdasarkan dalam surat An-nisa‟ diatas, wanita yang haram 
dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah;   
1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan 
garis ke atas.
72
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2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis lurus ke bawah.
73
  
3) Saudara perempuan. Bibi, dan seterusnya ke atas.74 
b. Larangan Nikah Karena Hubungan Sepersusuan 
Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan 
adalah sama dengan perempuan yang diharamkan akibat hubungan 
nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab dan empat 
jenis dari segi hubungan besanan, sehingga keseluruhannya menjadi 
delapan.
75
 
Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat 
persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan 
besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab.  
Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan 
ada delapan yaitu sebagaimana berikut ini: 
1) ibu seseorang dari sesusuan dan nasab ke atasnya.76 
2) keturunan dari sesusuan dan nasab ke bawahnya.77 
3) keturunan kedua orang tua dari sesusuan.78 
4) keturunan langsung dari kakek dan nenek dari sesusuan.79 
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5) ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab ke atasnya. 
6) istri bapak dan istri kakek dari sesusuan dan nasab ke atasnya. 
7) istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan 
sesusuan, dan nasabnya ke bawah. 
8) anak perempuan istri dari sesusuan, dan cucu perempuan dari anak-
anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri sudah digauli. Jika 
belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk 
dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi 
keturunan secara nasab.
80
 
c. Larangan Nikah Karena Hubungan Mushaharah 
Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka 
laki-laki tersebut memiliki hubungan dengan kerabat perempuan yang 
dinikahi tersebut, begitu juga sebaliknya perempuan yang dinikahi itu 
juga memilik hubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Hubungan 
tersebut dinamakan hubungan mushaharah. Dengan terjadinya 
hubungan mushaharah timbul pula larangan pernikahan. 
Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selama-
lamanya karena hubungan mushaharah tersebut ialah; 
Pertama, istri dari orang tua, yaitu perempuan yang telah 
dikawini oleh ayah atau wanita yang telah dinikahi oleh kakek baik 
kakek dari pihak ayah maupu kakek dari pihak ibu. Baik perempuan 
tersebut sudah digauli atau belum digauli. 
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Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa (4):22: 
 
 ُ ُٓؤَبثاَء َحََك  بَي ْإُحِكَُر َلَّ َٔ  لٍَِجَس َٓءبَس َٔ  بٗزۡقَي َٔ  ٗخَشِح ََٰف ٌَ ب َُ  ۥُ ََِّّإ ًََۚفهَس َۡدق بَي َِّلَّإ ِٓءبَسُِّنٱ ٍَ ِّي ى 
 
Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).  
 
Yang dimaksud dengan nikah dalam kata “nakaha” yang ada 
dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, 
tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun 
belum digauli.
81
  
Kedua: Istri anak atau menantu, biak perempuan tersebut telah 
digauli maupun maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi 
perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti 
anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari 
anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.
82
 Berdasarkan firman Allah 
SWT,  
.... ْىُكِثَلََْصأ ٍْ ِي ٍَ ٌِرَّنا ُىُِكئبََُْثأ ُِمئَلََح َٔ.... 
Artinya: (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
(menantu). 
 
Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas 
istri anaknya yang pernah menjadi anaknya, demikian juga sama 
kejinya bila seorang anak kawin dengan bekas istri ayahnya yang 
menjadi ibunya.
83
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Ketiga: Orang tua istri dan nasab ke atasnya, tanpa 
mempdulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut ataupun 
tidak. Seperti ibu mertua, dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak 
atau dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad 
pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. 
 Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah 
terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian adalah 
merupakan akad niakh yang batil.
84
 
Keempat: Keturunan istri dan nasab kebawahnya, yaitu anak-
anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia 
belum menggauli istrinya, kemudia ia berpisah dengannya dengan 
sebab perceraian, atau kematian, maka anak perempuan istri atau 
seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk 
suami,Tanpa mempedulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal 
dirumah suami ibunya.
85
 
Berdasarkan firman Allah SWT 
 
... إََُُٕكر َْىن ٌْ ِ َإف ٍَّ ِٓ ِث ُْىزْهَخَد ًِر َّلَنا ُىُِكئبَِسَ ٍْ ِي ْى ُ ِزٕ ُ ُح ًِف ًِر َّلَنا ُىُُكِجئَبثَز َٔ
 ْىُكٍْ َهَع َحَبُُج ََلَف ٍَّ ِٓ ِث ُْىزْهَخَد... 
 
Artinya: Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 
dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 
berdosa kamu mengawininya. 
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d. Larangan Nikah karena Sebab Li‟an 
Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau 
tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak 
kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu; 
padahal sisuami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia 
boleh melakukan sumpah li‟an terhadap istrinsya itu.86 
Wanita yang dituduh zina oleh laki-laki (suaminya) maka 
hukumnya haram baginya untuk menggaulinya, sebagaimana 
dikisahkan oleh al-jauzajani dari Sahal bin Sa‟ad ia berkata, “setelah 
satu tahun berlalu dari laki-laki yang melakukan li‟an dengan saling 
menuduh, maka mereka dipisahkan satu sama lain dan tidak akan 
pernah disatukan untuk selamanya.” 87 
2. Larangan Nikah yang Bersifat sementara  
Mahram muaqqad ialah larangan perkawinan yang berlaku untuk 
sementara berarti boleh kawin dalam waktu tertentu karena suatu hal; bila 
larangan itu sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.
88
 
a. Larangan Nikah Karena Talak Tiga, (Thalaq baa‟in kubraa) 
Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak 
berhak untuk melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya 
tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan 
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suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga 
setelah berakhir masa „iddahnya dengan percearaian yang dilakukan 
secara suka rela, atau akibat meninggal dunia. dengan demikian 
perempuan tersebut boleh kembali pada suaminya yang pertama degan 
akad yang baru. Suami pertamanya memiliki hak talak sebanyak tiga 
kali.
89
 
Hal ini beerdasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah 
(2):230: 
 ٌْ ِ َبف َبَٓقََّهط  ََلَف   مَِحر  ّٗ َن   ٍْ ِي  ُدَْعث ى َّٰزَح  َحِكُْ َر ب  ج ْٔ َش  َِٗسٍْ َغ   ٌْ ِ َبف َبَٓقََّهط  ََلَف  َحَبُُج 
 ْۤب ًَ ِٓ ٍْ َهَع  ٌْ َا  
ْۤبَعَجاََسزٌَّ  ٌْ ِا  ْۤبََُّظ  ٌْ َا ب ًَ ٍْ ِق ٌ  َد ْٔ ُدُح  ِ
َّٰاللّ   َكْهِر َٔ  ُد ْٔ ُدُح  ِ
َّٰاللّ َبُٓ ٍَُُِّجٌ  ٍو ْٕ َِقن  ٌَ ْٕ ًُ َهْعٌَّ 
 
Artinya: kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang 
kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga 
ia kawin dengan suaminya yang lain. Kemudian jika suami 
yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. 
 
Namun perkawinan yang dilakukan mantan istri terhadap 
suami barunya yang dapat menghalalkan suami pertamanya untuk 
mengawini mantan istrinya itu kembali, adalah perkawinan yang 
sebenarnya dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ketentuan 
agama.  
Apabila tujuan perkawinan dengan suami yang baru ialah 
agar bekas suami pertama halal kawin dengan  bekas istri yang telah 
ditalaknya tiga kali itu, maka pernikahan yang demikian ini 
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merupakan nikah muhallil.
90
 Dan tujuan perkawinan yang seperti ini 
merupakan menyimpang dari tujuan perkawinan yang digariskan oleh 
agama,
91
 
Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak 
hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam 
suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah 
dengan suami keduanya itu. Hal ini dejelaskan Nabi dalam hadisnya 
yang bersumber dari aisyah, aisyah berkata: seorang laki-laki 
menceraikan istrinya tiga kali kemudian dikawini oleh laki-laki lain; 
kemudian bercerai sebelum sempat digaulinya. Ia bertanya kepada 
Nabi SAW. Tentang hal itu. Nabi bersabda: „‟ tidak, hingga suami 
kedua merasakan nikmatnya bergaul sebagaimana sebagaimana 
yang diarasakan oleh suami yang pertama”.92 
b. Larangan Nikah Karena Perempuan yang Terkait Dengan Hak Suami 
Akibat Ikatan Pernikahan Maupun Masa „Iddah 
Perempuan yang terpelihara, yaitu perempuan yang bersuami, 
sehingga dicerai atau menjadi janda dan habis masa iddahya,
93
  tidak 
seorangpun yang boleh melakukan akad perkawinan, akibat 
keterikatan orang lain kepadanya.
94
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Perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari 
perkawinannya yang lalu. Baik iddah perceraian maupun iddah 
kematian. Maka tidak seorangpun selain suami pertamanya yang 
boleh mengawininya pada masa iddahnya sampai masa iddahnya 
selasai. 
Pengharaman perempuan yang sedang dalam masa iddah ini 
mencakup iddah yang terjadi akibat perkawinan fasid, atau 
perkawinan yang mengandung syubhat, karena adanya penetapan 
nasab pada perkawinan.  
Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2):235: 
 َلَّ َٔ ا ْٕ ُيِصَْعر  َحَدْقُع  ِحبَکُِّنا ى
َّٰزَح  َُغهَْجٌ  ُت َٰزِكْنا  ّٗ َهََجا   
Artinya : dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad 
nikah, sebelum habis iddahnya. 
c. Larangan Nikah Karena Tidak Beragama Samawi 
Seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan 
musyrik. Yaitu peremuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang 
lain, seperti berhala atau bintang bintang, atau api, atau binatang. 
Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau 
materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan. Serta 
dai mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai 
agama samawi. Berdasakan firman Allah SWT QS. al-Baqarah 
(2):221: 
اَلَو اوُحِكْن ُت َاْيِِكرْشُمْلا ا ّٰتَح اْو ُنِمْؤ ُي  ا دْبَعَلَو ا نِمْؤُّم ا رْ يَخ ْانِّم ا ِكرْشُّم ْاوَلَّو ْامُكَبَجْعَا  
48 
 
 
Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 
mukmin itu lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia 
menarik hatimu
95
. 
d. Larangan Nikah Karena Saudara Perempuan Istri, dan perempuan lain 
yang memiliki hubungan mahram dengannya 
Diharamkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang 
bersaudara dalam satu pernikahan. hal ini berdasarkan firman Allah 
QS. an-Nisa (4):23 
 ََفهَس َْدق بَي َِّلَّإ ٍِ ٍْ َزُْخْلَا ٍَ ٍْ َث إُع ًَ ُْ َر ٌْ َأ َٔ   ً ٍِحَز ا  زُٕفَغ ٌَ ب َُ  َ َّاللّ ٌَّ ِإب 
 
Artinya: Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan 
bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau.
96
 
 
Begitu juga diharamkan menghimpun antara seorang saudara 
perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak 
ibu, atau mahram yang lainnya. 
e. Larangan Karena Istri Kelima Bagi yang Memiliki Empat Orang Istri 
Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dengan dari 
empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah 
seorang istri yang dia talak. Jika dia ingin menikah dengan permpuan 
yang kelima, dia harus menceraikan salah satu dari empat  orang 
istrinya. Dan dia tunggu sampai selesai masa iddahnya. Setelah itu 
baru dia boleh menikah wanita tersebut.
97
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f. Larangan Karena Akibat Zina 
Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan 
yang pernah melakukan perzianaan, seperti halnya seorang perempuan 
tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang pernah 
berzina, kecuali jika keduanya sudah bertaubat.
98
 Jika laki-laki dan 
perempuan zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta 
ampun kepada Allah, Menyesal, membersihkan diri dari dosa dan 
mulai hidup dengan bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka Allah 
akan menerima taubatnya.
99
 
 
E. Hikmah dari Larangan Nikah 
Wanita merupakan sumber kasih sayang dan perwujudan perasaan 
secara total. Kehidupannya selalu dipenuhi kecintaan dan ketergantungan.
100
 
Sehingga tidak semua wanita dapat dijadikan sebagai istri, wanita yang akan 
dinikahi harus terlepas dari larangan nikah, karena setiap larangan tentu ada 
hikmahnya. Baik larangan itu karena hubungan nasab, hubungan persusuan, 
ataupun karena hubungan musyahrah, atau sebab larangan yang lain. 
Hikmah dari larangan atau pengharaman tersebut di antaranya adalah:  
1. Hikmah dari larangan pernikahan selamanya (mu’abbad) 
1. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Hubungan Nasab 
Hikmah dari pengharaman menikahi perempuan yang memiliki 
hubungan nasab adalah  terhindar dari sebab putusnya hubungan 
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silaturrahmi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang 
biasanya terjadi di antara pasangan suami-istri, dan yang menyebabkan 
terjadinya perbuatan yang haram. Di samping itu juga membuat lemah 
keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan 
antar kerabat.
101
 
2. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Hubungan Mushaharah 
Hikmah atas larangan ini adalah bahwsanya adik perempuan 
istri dan ibu dari istri termasuk perempuan yang penekanan 
keharamannya paling kuat. Sebab istri merupakan belahan jiwa suami, 
bahkan penguat, pembentuk, sekaligus penyempurna nilai 
kemanusiaan pada diri suaminya. Maka, ibu dari istri yang dinkahi 
didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya sendiri 
yang harus dihormati. Sehingga sangat tidak pantas jika dai 
menjadikan mertuanya sebagai madu bagi istrinya karena darah 
dagingnya yang tercipta melaui pernikahan memiliki hubungan 
nasab.
102
 
3. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Hubungan Sepersusuan 
Hikmah dari larangan ini adalah, terciptanya keluarga baru 
yang memiliki kedudukan sama dengan kdudukan keluarga nasab. 
Sehingga suami dari wanita yang menyusui itu, menjadi ayah bagi 
anak yang disusui istrinya itu. Dan ibu yang menyusui itu menjadi 
nenek bagi anak yang menyusui.
103
 
                                                             
101
 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 128 
102
 Sayyid Sabiq, Op.Cit, h.314. 
103
 Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit, h. 371. 
51 
 
 
4. Hikmah dari Larangan Nikah Akibat Li‟an 
Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan  
mendatangkan empat orang saksi kemudian istrinya tersebut menolak 
tuduhanya dengan mendatangkan empat orang saksi pula. Maka, 
secara hukum  keduanya wajib dipisahkan pada saat itu juga. 
Adanya tuduhan zina yang merupakan tuduhan  terburuk, maka 
pada saat itu seorang suami telah mengecap istrinya sebagai seorang 
yang sangat buruk dan hal ini telah melukai hati keduanya. Pada saat 
itu, sang suami kehilangan kepercayaannya kepada istrinya, dan di 
antara keduanya timbul kebencian yang sangat dalam.  
Hilangnya kepercayaan, luka hati serta kebencian yang  
mendalam tersebut akan menjadi kenangan pahit sepanjang hidupnya,  
sehingga akibat dari li‟an ini adalah fasakh yang menjadi pengharaman 
bersifat selama-lamanya.
104
 
2. Hikmah dari larangan nikah yang bersifat sementara 
a. Hikmah dari Larangan Nikah  Akibat Talak Tiga 
 Di antara hikmah larangan nikah akibat talak tiga adalah agar 
seorang suami tidak demikian mudahnya melafazkan kata cerai karena 
sesungguhnya kata tersebut sangat menyakitkan dan menusuk hati. 
Karena perceraian hanya akan mendatangkan perpisahan dan 
kekacauan bahtera rumah tangga serta menylitkan tumbuh kembang 
anak, bila dari pernikahan tersebut menghasilkan anak. Sealin itu 
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pembatasan pengucapan kata cerai ditetapkan sebagai satu peringatan 
bagi kaum lelaki. Bila mereka memahami bahwa setelah kata cerai tiga 
kali maka ia tidak memiliki hak untuk bisa kembali kepada istrinya 
kecuali bila mantan istri telah menikah dengan lelaki lain. 
105
 
b. Hikmah dari Larangan Nikah Karena Perempuan yang Terkait Dengan 
Hak Suami Akibat Ikatan Pernikahan Maupun Masa „Iddah  
Hikmah yang bisa diambil dari larangan ini adalah untuk 
menghindari kemungkinan bahwa wanita yang dalam masa „iddah 
tersebut sedang mengandung anak mantan suaminya,
106
 selain itu jika 
„iddah wanita hamil hikmahnya adalah untuk menjaga tali keturunan 
bagi anak yang ada dalam janin. 
c. Hikmah dari Larangan Nikah Karena Tidak Beragama Samawi 
Kaum muslimin dilarang menikahi wanita musyrik atau majusi. 
Ia tidak mengindahkan semua dakwah dan seruan yang ditujukan 
untuknya hingga kekufuran inilah yang kelak menjadi penghalang 
utama antara dirinya dengan orang islam dan kaum muslimin. 
Kekufuran inilah yang kelak akan menghalangi tumbuhnya rasa kasih 
sayang antaradirinya dan suaminya yang muslim.  
d. Hikmah dari Larangan Nikah Karena Saudara Perempuan Istri, dan 
perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya  
Menghimpun antara seorang perempuan dengan saudara 
perempuan yang masih berkaitan mahram dengannya atau perempuan 
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lain yang memiliki status hukum sama dengannya, seperti bibi baik 
bibi dari pihak ayah mauun bibi dari pihak ibu akan menybabkan 
terputusnya tali silaturrahim, yang disebebkan karena rasa cemburu 
yang biasa dipendam oleh dua orang madu. Kecemburuan antara kedua 
madu ini menyebabkan timbulnya rasa iri, rasa benci dan 
permusuhan.
107
 
e. Hikmah dari Larangan Karena Istri Kelima Bagi yang Memiliki Empat 
Orang  Istri 
Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu 
pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada 
berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh 
beberapa orang laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, 
dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah  istri 
dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari 
mereka akibat tidak dapat memenuhi hak-hak istri-istrinya.
108
 
f. Hikmah dari Larangan Karena Akibat Zina 
Hikmah dari larangan akibat zina ini adalah agar dapat memilih 
calon istri yang baik-baik sehingga tidak menimbulkan penyesalan di 
masa yang akan datang.  Selain itu memberi kesempatan untuk 
bertaubat bagi sesorang yang telah melakukan perbuatan zina tersebut 
sehingga ia benar-benar bersih dan menjadi wanita yang baik.. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  permasalahan persepsi masyarakat terhadap larangan 
nikah sesanak bapak yang telah di bahasa dalam bab sebelumnya, maka 
penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Nikah sesanaak bapak merupakan salah satu larangan nikah yang ada 
dalam adat masyarakat di Kecamatan Kampa. Tujuan larangan 
pernikahan ini adalah untuk menambah jumlah keluarga atau sanak 
saudara dan untuk menghindari konflik antara keluarga apabila terjadi 
perceraian. sedangkan dampak negatif dari larangan ini ialah susahnya 
mendapat jodoh, terjadinya kawin paksa, kawin lari bahkan perzinaan.   
2. Dalam hukum islam sudah ditetapkan siapa saja perempuan yang 
dilarang untuk dinikahi, dan tidak ada laranga menikahi perempuan 
sesanak bapak. Beda halnya yang terjadi di kecamatan kampa yang 
melarang pernikahan tersebut, dari penelitian yang dilakukan larangan 
pernikahan tersebut memiliki dampak yang tidak baik, melihat hal 
demikian larangan nikah sesanak bapak dapat menimbulkan mafsadad. 
Oleh karena itu jika larangan nikah sesanak bapak tidak bisa 
mendatangkan maslahat tapi lebih menimbulkan mafsadad maka harus 
ditinggalkan. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka 
penulis menyarankan kepada: 
1. Para tokoh agama agar memberikan pemahaman kepada masyarakat 
tentang larangan pernikahan yang diatur dalam islam, apakah larangan dari 
pernikahan sesanak bapak ini termasuk dari larangan pernikahan yang 
dijelaskan di dalam islam. Serta mengkaji bagaimana tujuan dari larangan 
pernikahan sesanak bapak sesuai dengan hukum  islam dari segi maslahat 
dan mafsadad. 
2.  Bagi masyarkat di Kecamatan Kampa pada umumnya, terutama bagi yang 
mempunyai kasus nikah sesanak bapak agar tetap melangsungkan 
pernikahan tersebut dan tidak perlu takut dengan akibat dari pelanggaran 
larangan nikah tersebut. karena sifatnya hanya mengancam. Begitu juga 
kepada orang tua dan keluarga yang anaknya memliki calon istri yang 
sesanak bapak tetap menyetujui keinginan anaknya tersebut, mengingat 
larangan nikah sesanak bapak memiliki dampak yang negatif, bahkan di 
dalam hukum Islam tidak terdapat larangan menikahi sesanak bapak. 
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